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KATA PENGANTAR 

 

Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmu yang mendalami dan 

menganalisis sistem norma dan aturan yang mengatur kehidupan 

masyarakat, memiliki peran yang sangat krusial dalam memahami 

dasar-dasar hukum yang mengikat sebuah bangsa. Dalam 

perjalanan panjangnya, Ilmu Hukum telah mengalami 

perkembangan yang signifikan, mencakup berbagai konsep, 

pandangan ahli, kaedah hukum, dan aspek-aspek lain yang turut 

membentuk landasan hukum suatu negara. 

Buku ini, dengan judul "Pengantar Ilmu Hukum", membawa 

pembaca dalam sebuah perjalanan mendalam melalui berbagai 

aspek kajian ilmu hukum. Buku yang berada ditangan pembaca ini 

terdiri dari 13 bab, disusun dengan bahasa yang sederhana dengan 

harapan untuk memudahkan para pembaca memahaminya. 

Adapun penjabaran bab pada buku ini adalah sebagai berikut : 

Bab 1  Konsep Ilmu Hukum (Intan Kusumawati 

Bab 2  Pandangan Para Ahli Tentang Ilmu Hukum  

Bab 3  Kaedah Hukum Dan Kaidah Sosial Lainnya  

Bab 4  Pembidangan Hukum  

Bab 5  Aliran-aliran Hukum  

Bab 6  Norma-Norma Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban 

Dalam Hukum  

Bab 7  Teks-Teks KUHP, Undang-Undang Dan Pemberlakuannya  

Bab 8 Sumber, Tujuan Dan Fungsi Hukum  

Bab 9  Fungsi Asas Dan Sistem Hukum Di Pengadilan Dunia  

Bab 10  Penemuan Hukum  

Bab 11  Kodifikasi Hukum Dan Kodifikasi Hukum 

Bab 12  Kebebasan Pers Dan Koridor Hukum 

Bab 13 Pers Sebagai Tolak Tonggak Demokrasi Dalam Koridor 

Hukum  

Penulis-penulis buku ini, dengan penuh dedikasi dan 

pengetahuan yang mendalam, mendedikasikan tulisan mereka 

untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu 

hukum kepada para pembaca. Setiap bab merupakan kontribusi 
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berharga yang memperkaya wawasan pembaca mengenai cabang 

ilmu yang begitu penting ini. 

Terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi 

dalam pembuatan buku ini. Semoga buku "Pengantar Ilmu 

Hukum" ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan 

menginspirasi para pembaca dalam memahami serta 

mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu hukum dalam kehidupan 

sehari-hari dan masyarakat pada umumnya. Selamat membaca! 

  

 

Yogyakarta, 06 Desember 2023 

 

 

 

Tim Penulis 
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BAB 

1 KONSEP ILMU HUKUM 

 

 

Dr. Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd. 

 

A. Pendahuluan 

Dalam kompleksitas dinamika masyarakat, kehadiran 

hukum menjadi suatu kebutuhan esensial untuk mengatur 

interaksi antar individu dan kelompok, menciptakan landasan 

yang menopang keadilan, keamanan, dan ketertiban. 

Memahami hukum sebagai suatu disiplin ilmiah melibatkan 

eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep yang 

membentuk dasar filosofis, prinsip-prinsip, dan dasar-dasar 

ilmiah dari bidang ini. 

Ilmu hukum, sebagai kajian yang menganalisis sistem 

norma dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tidak 

sekadar berhenti pada kumpulan peraturan hukum yang 

tampak di permukaan. Konsep ilmu hukum merujuk pada 

upaya untuk memahami prinsip-prinsip universal yang menjadi 

pijakan, memperdalam teori-teori yang merinci esensi hukum, 

dan mengakui dasar-dasar ilmiah yang membentuk inti dari 

disiplin ini. 

Prinsip-prinsip hukum menjadi fondasi kuat yang 

mengarahkan penciptaan norma dan undang-undang. Konsep 

keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan 

kebebasan individu merupakan pilar-pilar yang tidak hanya 

menggambarkan sifat hukum tetapi juga menandakan nilai-nilai 

mendasar dalam masyarakat yang adil dan beradab. 

KONSEP ILMU 

HUKUM 
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BAB 

2 PANDANGAN PARA AHLI TENTANG ILMU HUKUM 

 

 

Dr. Irwanto, MA 

 

A. Pendahuluan 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat 

setiap warga negara.  

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah 

memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan 

pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa 

Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial 

masyarakat Indonesia. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip 

Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan 

hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum 

alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) 

dan Zeno `(pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang 

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak 

boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa 

PANDANGAN PARA 

AHLI TENTANG 

ILMU HUKUM 
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BAB 

3 KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH SOSIAL LAINNYA 

 

 

Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H. 

 

A. Pendahuluan 

Manusia sebagai makhluk sosial disebut dengan zoon 

politicon mengandung makna manusia merupakan makhluk 

hidup yang hidup dalam berkelompok, bermasyarakat. Interaksi 

antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, dalam 

menjalankan kehidupan dan mencapai tujuan hidupnya untuk 

memenuhi segala macam kebutuhan dan kepentingan, 

terkadang bisa saja terjadi selisih kepentingan atau saling 

bertentangan. Manusia melakukan interaksi antara pribadi yang 

satu dengan yang lain, membutuhkan suatu pengendalian, 

pedoman, dan aturan. 

Pergaulan manusia perlu diatur, agar supaya 

menghindarkan selisih paham dan agar dapat dikendalikan. 

Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia 

diperlukan suatu aturan yang terdiri dari kaidah–kaidah yang 

berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur perilaku 

pergaulan hidup. Kaidah–kaidah tersebut menetapkan 

bagaimana manusia harus berperilaku dalam masyarakat di 

dalam hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia 

lainnya. 

  

KAIDAH HUKUM 

DAN KAIDAH 

SOSIAL LAINNYA 
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BAB 

4 PEMBIDANGAN HUKUM 

 

 

Isep H. Insan, S.H., M.H. 

 

Manusia termasuk makhluk sosial yang dilengkapi dengan 

akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan, selalu 

hidup dalam masyarakat bersama sesamanya. Keberadaan manusia 

sebagai makhluk sosial ini dipengaruhi oleh dorongan dan 

kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesama. Hidup bersama 

dengan manusia lainnya menjadi suatu keniscayaan, mengingat 

manusia tidak dapat eksis secara individual. Untuk menciptakan 

masyarakat yang aman, damai, dan tentram, setiap individu perlu 

memiliki pedoman dalam berinteraksi dan berkehidupan makanya 

kepentingan tiap-tiapnya bisa terjaga serta terjamin. 

Pedoman perilaku ini dikenal sebagai norma atau hukum. 

Norma atau hukum, pada dasarnya, termasuk tata tertib yang 

diinginkan pada kaitan sesama manusia untuk melengkapi 

kepentingan semuanya dengan tidak mengorbankan kepentingan 

lainnya. 

Hukum pribadi memiliki berbagai jenis dan bidang. Untuk 

memudahkan pemahaman mengenai beragam jenis hukum, berikut 

beberapa penggolongan hukum:(Peter Mahmud Marzuki, 2008) 

A. Hukum Menurut Bentuknya 

Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dikelompokkan 

seperti: (Teguh Prasetyo, 2006) 

1. Hukum tertulis, termasuk hukum yang dimasukkan pada 

beragam peraturan perundangan. Hukum tertulis bisa 

PEMBIDANGAN 

HUKUM 
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5 ALIRAN-ALIRAN HUKUM 

 

 

Ajeng Radyati, S.H., M.H. 

 

Aliran-aliran hukum merupakan hasil pemikiran tentang 

hukum di setiap zaman yang terus mengalami dinamika dan 

perkembangan. Aliran hukum atau mazhab pemikiran hukum 

sangat diperlukan dalam menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar 

hukum. Beberapa pemikiran hukum yang ada juga menjadi arahan 

dalam praktek hukum di berbagai negara.  

Salah satu alasan utama lahirnya beragam teori atau aliran 

pemikiran hukum adalah sebagai upaya untuk mencari jawaban 

dari pertanyaan apa hakikat hukum itu sendiri. Pentingnya aliran 

hukum dianggap sebagai acuan pembuatan undang-undang dan 

segala proses hukum di dalamnya, baik itu secara praktek maupun 

secara peradilan. 

Pembahasan mengenai hukum tidak akan pernah lepas dari 

pemikiran para ahli hukum sejak zaman Yunani dan Romawi, baik 

itu sejak abad pertengahan, modern maupun kontemporer. Namun 

demikian aliran hukum biasanya digolongkan menjadi beberapa 

aliran besar saja, seperti aliran hukum alam, aliran hukum positif, 

aliran hukum utilitarian, aliran hukum sejarah, aliran sociological 

jurisprudence, aliran realisme hukum pragtis dan gerakan studi 

hukum kritis.  
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6 NORMA-NORMA HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM 

 

 

Adissya Mega Christia, S.H., M.H. 

 

A. Pendahuluan 

Kehidupan bangsa secara normatif dimulai sejak abad 

lampau, masa sebelum hadirnya hukum itu sendiri. Hukum 

secara modern hadir bersamaan dengan pemahaman negara 

modern. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum yang 

modern bermula dari tatanan secara normatif yang bergeser dari 

wujud informal menjadi wujud formal yang mana keduanya 

saling berkaitan. Georg Simmel menyatakan pada mulanya 

manusia menggunakan konsep normatif berupa kesantunan 

(Rahardjo, 2009). Sehingga kehidupan manusia dalam 

bermasyarakat diawali oleh ikatan kesantunan (informal)yang 

pada akhirnya akan menjadi sebuah sistem (formal). 

Sistem norma yang diterapkan dalam kehidupan manusia 

terdiri dari minimal 4 (empat) unsur, yakni norma moral, norma 

agama, norma etika dan norma hukum. Disebut sebagai sistem 

karena keempat unsur tersebut berjalan secara berkaitan satu 

sama lain dalam masyarakat. Norma moral bersumber dari 

kesadaran hati nurani setiap individu (consciousness). Norma 

agama diperoleh dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Norma 

etika terbentuk dari kesepakatan masyarakat (konsensus). 

Norma hukum lahir dari mekanisme tertentu dan memuat 

sanksi tegas bagi yang melanggar (Bisri, 2017). 
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7 TEKS-TEKS KUHP, UNDANG-UNDANG DAN PEMBERLAKUANNYA 

 

 

Henny Susilowati, S.H., M.H. 

 

A. Pendahuluan 

Negara Indonesia patut berbangga karena setelah melalui 

proses yang sangat panjang sejak disusunnya Rancangan 

Konsep KUHP baru yang pertama pada tahun 1964 akhirnya 

pada tanggal 2 September 2023 telah berhasil disahkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 

2 September 2023 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada tahun 2026 

yaitu tiga tahun setelah tanggal pengundangannya. 

Salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa penyusunan KUHP 

Nasional dimaksudkan untuk mengganti KUHP warisan 

pemerintah kolonial Hindia Belanda. KUHP sebagai induk dari 

peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini 

sebenarnya bernama Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch 

Indie (W.v.S.v.N.I) dan merupakan turunan dari Wetboek van 

Strafrecht Belanda yang diadakan penyimpangan-

penyimpangan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tanah 

jajahan Hindia Belanda saat itu. W.v.S.v.N.I diberlakukan di 

Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Saat itu Indonesia yang 

dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda. 
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8 SUMBER, TUJUAN, DAN FUNGSI HUKUM 

 

 

Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn. 

 

A. Pendahuluan 

Sebagai negara yang bersifat plural, Indonesia 

menjadikan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai cermin 

kebudayaan bangsa. Dengan sebaran berbagai kepulauan 

hingga kekayaan sumber daya alam, serta ragam budaya yang 

dimiliki, menjadikan Negara Indonesia mengartikulasikan 

secara jelas hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagai negara hukum yang berdaulat dan berlandaskan pada 

konstitusi, Indonesia kemudian menjadikan Pancasila sebagai 

dasar dari falsafah hidup nasional. 

Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dan sumber 

dari semua sumber hukum di negara Indonesia. Sejak Indonesia 

dinyatakan merdeka di Tahun 1945, maka telah ditetapkan juga 

bahwa yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia adalah 

Pancasila. Dengan dinyatakannya pancasila sebagai dasar dan 

ideologi negara Indonesia, maka yang menjadi latar belakang 

dan konsekuensi kedudukan dari pancasila dapat dilihat dari 

tiga aspek yaitu aspek politik, aspek filosofis, dan aspek yuridis. 

Menurut sejarah bangsa Indonesia, pancasila merupakan 

dasar falsafah negara, yang berarti pancasila adalah dasar 

negara yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber 

hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan MPR no. 

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara 
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9 FUNGSI ASAS DAN SISTEM HUKUM DI PENGADILAN DUNIA 

 

 

Wiwit Ariyani, SH, M. Hum 

 

A. Asas Hukum 

Asas hukum merupakan landasan dari peraturan-

peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang 

bersifat umum dan abstrak yang ada dalam setiap sistem hukum 

yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan hakim. Asas hukum menjadi latar belakang dari 

peraturan yang konkrit (perundang-undangan).  

Keberadaan asas hukum sangat penting karena menjadi 

tonggak dan sekaligus pedoman bagi perkembangan hukum 

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Hal tersebut 

yang mendasari setiap peraturan hukum akan berlandaskan 

pada asas hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa asas 

hukum merupakan jiwanya peraturan hukum (Yuhelson, 2017; 

Hamzani, 2018) 

Asas hukum ada yang secara tegas termaktub dalam 

pasal-pasal undang-undang dan ada juga yang tidak. Contoh 

asas hukum yang tertuang dalam undang-undang adalah asas 

legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) dan asas presumption of innocence 

(Pasal 8 ayat 1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

Kehakiman. Asas presumption of innocence telah diterima hampir 

di seluruh negara. Asas ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan 

International Covenant on Civil and Political Rights dan European 

Convention on Human Rights and Fundamental Freedom. Asas 
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10 PENEMUAN HUKUM 

 

 

Yusuf Istanto, S.H., M.H. 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki 

Masyarakat yang pluralistik/majemuk. Kemajemukan 

masyarakat di Indonesia tentunya akan berpengaruh pada 

kehidupan manusia, karena pada dasarnya setiap manusia 

memiliki kepentingan yang antara manusia satu dan lainnya 

kadang memiliki persamaan namun tak jarang memiliki 

perbedaan. Perbedaan dalam kepentingan tiap orang tidak 

jarang menimbulkan konflik atau permasalahan. 

Hukum dibuat salah satu tujuannya adalah untuk 

melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan 

terhadap kepentingan manusia. Setiap pelanggaran terhadap 

hukum maka penegakan hukum harus dilaksanakan dengan 

baik serta menempatkan setiap manusia memiliki kedudukan 

yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Gustav 

Radbruch menyatakan bahwa dalam penegakan hukum 

terdapat 3 (tiga) unsur dalam hukum atau disebut tiga nilai 

dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta 

keadilan hukum (Achmad Ali, 1996). 

Ketiga unsur dalam penegakan hukum tersebut di atas 

harus mendapatkan porsi yang proporsional yang seimbang. 

Akan tetapi dalam prakteknya bukanlah hal yang mudah untuk 

memberikan proporsi yang berimbang terhadap ketiga unsur 
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11 KODIFIKASI DAN UNIFIKASI HUKUM 

 

 

Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., SPn 

 

A. Kodifikasi Hukum 

1. Sejarah Kodifikasi Hukum 

Berbicara tentang kodifikasi hukum tidak dapat 

dilepaskan dari sejarah yang berkembang di negara-negara 

Eropa Daratan, yaitu kodifikasi hukum yang berlaku pada 

Abad ke VI sebelum masehi pada masa kekaisaran Romawi 

saat pemerintahan Kaisar Justianus yang dikenal pada saat 

itu sebagai Civil Law (Sunaryati Hartono, 1991). Pada 

pertengahan abad VI Corpus Iuris Civilis yang berlaku adalah 

hasil dari  Justianus (Peter Mahmud Marzuki, 2011). 

Corpus Juris Civilis pada saat itu merupakan hukum 

yang paling lengkap, terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 

a. Codex Justianus yang merupakan kumpulan perundang-

undangan yang telah dibukukan para ahli hukum, yang 

merupakan kumpulan dari segala undang-undang, 

pembukuan undang-undang ini dibuat atas instruksi 

Kaisar Romawi. 

b. Pandecta berisi pendapat para ahli hukum di Romawi 

terkenal, antara lain Paulus, dan sebagainya. 

c. Institutiones didalamnya berisi tentang lembaga-lembaga 

hukum Romawi. 

d. Novelles merupakan himpunan undang-undang yang 

keluar setelah codex selesai (Riduan Syahrani, 2004). 
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12 KEBEBASAN PERS DAN KORIDOR HUKUM 

 

 

Faizal Adi Surya, S.H., M.H 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu penelitian terbaik yang menjelaskan hubungan 

antara politik dan hukum adalah studi Mahfud Md yang 

berjudul Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh 

Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia 

yang dibukukan dalam buku berjudul Politik Hukum di 

Indonesia (Md, 2009). Mahfudz menjelaskan karakter produk 

hukum berupa hukum pemilu, hukum pemerintahan daerah 

dan hukum agraria mengikuti dinamika politik saat itu.  

Studi ini menyimpulkan bahwa hukum memiliki berbagai 

macam corak yang terwujud dalam bentuk konfigurasi hukum 

dan politik. Hukum bukanlah wajah pucat yang tak tersentuh 

sebagaimana dijelaskan dalam mazhab positivisme. Hukum 

adalah titik temu dari berbagai kepentingan. dalam bahasa lain, 

hukum menjadi variabel yang dependen atau independen dalam 

kondisi politik tertentu. 

Karakter hukum pers sebagai salah satu elemen dari 

demokrasi perlu dilihat dalam berbagai lintasan zaman. oleh 

sebab praktik demokrasi amat bergantung kepada dinamika 

politik, begitu pula pengaturan tentang pers memiliki wajah 

yang sangat beragam. 
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13 PERS SEBAGAI TOLAK TONGGAK DEMOKRASI DALAM KORIDOR HUKUM 

 

 

Bayu Aryanto, S.H., M.H. 

 

A. Pendahuluan 

Mencari makna pers dimulai dari Belanda yaitu kata pers 

yang memiliki arti menekan atau mengepres. Kata pers 

merupakan padanan dari kata press, yang dalam bahasa Inggris 

mengandung arti menekan atau mengepres. Secara harfiah pers 

berdasar pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan 

perantara barang cetakan. Istilah pers atau press berasal dari 

bahasa Latin "pressus" yang memiliki makna menekan (Wahidin, 

2011). Dilihat dari kondisi saat ini, pers digunakan untuk 

merujuk pada seluruh kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan 

yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik melalui 

wartawan media cetak, elektronik maupun online (Syafriadi, 

2018). 

Negara yang menghendaki sistem demokrasi tidak dapat 

memisahkan pers dari kehidupan bernegara. Pers memiliki 

peranan penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Peranan 

tersebut memposisikan pers sebagai instrumen vital dalam 

konsep negara hukum modern. Pers memerlukan koridor 

hukum guna memastikan perlindungan dan kemerdekaan pers. 

Posisi pers yang memiliki peran vital diungkap Mark Twain 

dengan suatu kalimat yaitu “hanya dua hal yang mampu menerangi 

dunia, matahari di langit dan pers di bumi”. Kalimat tersebut 

memberikan pandangan bahwa pers merupakan salah satu 
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